
 
LAPORAN SINGKAT 

KOMISI V DPR RI 
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  

PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 

Tahun Sidang : 2013 – 2014 

Masa Sidang : I 

Rapat : Ke – 27 (Duapuluh tujuh) 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat 

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2013 

Sifat : Terbuka 

Pukul : 10.30 WIB s.d 12.15 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Komisi V, Ruang KK V 

Acara : Pembahasan RKA-K/L Program/Kegiatan prioritas pemerintah 
pada  BA (999) Bendahara Umum Negara untuk Kementerian 
Perumahan Rakyat (Surat Menteri Keuangan Nomor S-
460/MK.02/2013 tanggal 11 Juli 2013) 

Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos, MSi  

Sekretaris : Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si. 

Hadir Anggota :         dari 56 orang Anggota Komisi V DPR RI 

Hadir Mitra : Sesmen Perumahan Rakyat dan para pejabat eselon I beserta 
jajaran. 

 
KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 

 
I. PENDAHULUAN 

 
1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan 

terbuka untuk umum. 

2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat 
Komisi V DPR RI dengan Sesmen Pera Kementerian Perumahan Rakyat pada hari ini adalah 
pembahasan RKA-K/L Program/Kegiatan prioritas pemerintah pada  BA (999) Bendahara Umum 
Negara untuk Kementerian Perumahan Rakyat (Surat Menteri Keuangan Nomor S-
460/MK.02/2013 tanggal 11 Juli 2013). 

3. Ketua Rapat mempersilakan Sesmen Pera Kementerian Perumahan Rakyat untuk 
menyampaikan penjelasan dan paparannya. 

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan 
dan pertanyaan. 
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II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN: 

 

1. Komisi V DPR RI menyetujui usulan program prioritas yang perlu untuk segera dilaksanakan 

Kementerian Perumahan Rakyat sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia 

kepada Pimpinan Dewan, Nomor: S-460/MK.02/2013, tanggal 11 Juli 2013, perihal: Permohonan 

Persetujuan Atas RKA-K/L Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah Pada BA (999) Bendahara 

Umum Negara berupa Program Percepatan Pembangunan NTT dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi  

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013 yaitu Pembangunan Rumah Khusus 

untuk warga baru sebanyak 5.438 unit dengan anggaran sebesar Rp. 259.811.500.000; 

 

2. Komisi V DPR RI menyetujui revisi perubahan antar program/kegiatan APBN TA 2013 

Kementerian Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut: 
 

      Dalam Ribu Rupiah 

No. Satker/Kegiatan 
Pagu APBN TA 

2013 

Optimalisasi 
kegiatan non-fisik 

(Raker 6 Maret 
2013) 

Pagu revisi setelah 
optimalisasi 

1. Sekretariat Kementerian 

Perumahan Rakyat 

228.645.412 (22.544.145) 206.101.267 

2. Pengembangan 

Perumahan Formal 

63.701.441 (26.847.441) 36.854.000 

3. Penyediaan Perumahan 1.324.146.000 242.570.000 1.566.716.000 

4. Pengelolaan Kawasan 594.032.000 (62.165.000) 531.867.000 

5. Pemberdayaan 

Perumahan Swadaya 

2.223.834.407 (125.904.407) 2.097.930.000 

6. Pusat Pengembangan 

Perumahan 

54.740.000 20.240.993 74.980.993 

7. Pembiayaan Perumahan 43.850.000 (25.350.000) 18.500.000 

8. Badan Layanan Umum 

(BLU) Pusat Pembiayaan 

Perumahan 

216.923.513 - 216.923.513 

 TOTAL 4.749.872.773 - 4.749.872.773 

 

3. Komisi V DPR RI menyetujui usulan Program Penyediaan Rumah untuk MBR Kementerian 

Perumahan Rakyat sesuai Direktif Presiden di Provinsi NTT  untuk menyelesaikan sisa pekerjaan  

1.831 unit  rumah dari target program/kegiatan APBN TA 2012 pada akhir TA 2013. 
 

 
III.  PENUTUP 

Rapat ditutup 12.15 WIB. 

 
        Jakarta, 9 Oktober 2013 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PERUMAHAN RAKYAT, 

 
TTD 

 
RILDO ANANDA ANWAR, 

KETUA RAPAT, 
 

TTD 
 
 

LASARUS 
 


